Menimbang :

Mengingat

LURAH TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOSARI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huraf a
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Standar Layanan Informasi Publik Desa, periu membentuk
Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan Informasi Publik;

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Taghun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4845);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20132 MNomor 170,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nemor
5339);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 9%, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 51449);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa [Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Standar Layanan Informasi Publik Desa Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

&. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor g Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 119);

7. Peraturan Daersh Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
{Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomaor 7);
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Keterbukaen Informasi Publik
{Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Momor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 167);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12] Tahun 2020 tentang
Pedoman Standar Layanan I[nformasi Publik Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
dan
LURAH TIRTOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara danfatau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-undang tentang
Keterbukaan Informasi Publik serta infomasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik,

2, Informasi Publik Kalurahan yang Wajib Disediakan dan Dumumkan Secarsa
Berkala adalah Informasi Publik Kalurahan yang wajib disediakan dan
diumumican secara berkala cleh PPID Kalurahan melalui media informasi yang
dimiliki Kalurahan tanpa adanya permohonan Informasi.

3. Daftar Informasi Publik Kalurahan adalah catatan yang berisi keterangan
secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaan Badan Publik Kalurahan tidek termasuk informasi yang
dikecualikan.

4, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan vang selanjutnya
disingkat PPID Kalurahan adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan informasi di
badan publik dalam lingkup Pemerintahan Kalurahan.

5. Pengguna Informasi Publik adalah erang yang menggunakan Informasi Publik
sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur
dalam Peraturan ini.

7. Badan Permusyawamratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal
adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanalkan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dar penduduk Kalurahan berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis,
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B. Musyawarah Kalurahan adalah Musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah
Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pasal 2

(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diskses cleh setiap
Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang dikecualikan.

(2) Infarmasi Publik yang dikecuaikan bersifat ketal dan terbatas.

(3] Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik
dengan cepat dan tepat waktu, biaya Angan dan cara sederhana,

{4) Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia seguai Undang-undang,
kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat
serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik
dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau
sebaliknya,

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini bertujuan untuk :

a, menjamin hak masyarakat Kalurahan dan/atau masyarakat umum untuk
mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program, dan proses
pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan suatu keputusan
ditingkat Kalurahan,

b. mendorong partisipasi masyarakat Kalurahan dalam proses pengambilan

kebijakan pemerintah Kalurahan;

meningkatkan peran aktf masyarakat Kalurahan dalam pengambilan

kebijakan dan pengelolaan Badan Publik yang bail;

d. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang baik, yaitu
yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan;

£. men ui alasan kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang

banyal;
{. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaslkan kehidupan bangsa;

dan/atau
meningkatkan pengelolaan dan  pelayanan informasi di lingkungan

Pemerintahan Kalurahan dan Badan Publik Kalurahan untuk
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas,

BABII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4
|1} Setiap orang berhak :
a. melihat, mengetahui dan memperoleh Informasi Publik.
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk
memperoleh Informasi Publik;

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai
dengan Peraturan Kalurahan ini; dan/atau
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d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.
(2] Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi
Publik disertai alasan permintsan,
{3) Setiap pemochon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan
apabila dalam memperoleh informasi mendapat hambatan atau kegagalan
sesuai ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5
(1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber darimana
memperoleh Informasi Publik, baik vang digunakan untuk kepentingan sendin
maupun kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Pemerinteh Kalurahan
Pasal &
(1) Pemerintah  Kalurahan berhak menolak memberikan informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Pemerintah Kalurahan berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila
tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Kalurahan,
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan negars;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan usaha dari persaingan
usaha tidak schat;
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
e. informasi yang belum dikuasal atau didekumentasikan;

Baglan Keempat
Kewajiban Pemerintah Kalurahan

Pasal 7

{1) Pemerintahan Kalurahan wajib menyediakan, memberikan  dan/atau
menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada
Pemohan Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan.

(2) Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat,
benar dan dapat dipertanggungjawablan,

{3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
pemerintahan Kalurahan dapat membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi Publik yang dapat diakses dengan mudah.

(4) Pemerintah Kalurahan wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi
Publik.
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(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan dan
Keamanan Negara.

|6} Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4) Pemerintah Kalurahan dapat memanfaatkan sarana

media elektronik maupun non elektronik.

BAB I
KLASIFIKAS] INFORMASI PUBLIK KALURAHAN

Bagian Kesatu
Informasi Publik Kalurahan yang Wajib Disediakan dan Diumumbkan Secara Berkala

Pasal B
(1) Pemerintah Kalurahan wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik
Kalurahan,
(2) Informasi Publik yang wajib diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Informasi tentang Profil Pemerintah Kalurahan meliputi:

1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap,
ruang lingkup keglatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi
pemerintah kalurahan beserta kantor unit dibawahnya;

2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkalt
pejabat struktural,

b. Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau kegiatan yang sedang
dijalankan dalam lingkup Pemerintah Kalurahan paling sedikit terdiri atas:

1. nama program dan kKegiatan;

2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor
telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

3. target danfatau capaian program dan kegiatan;

4. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;

5. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak
masyarakat;

6. informasi tentang penerimaan calon pegawal dan/atau pejabat
Pemerintah Kalurahan;

c. Ringkasan Informas: tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Kalurahan
paling sedikit terdiri atas :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana
Kerja Pemerintah [RKF), Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal);

2. Laporan kinerja Pemerintah Kalurahan paling sedikit meliputi:

a) Laporan penyelengparaan Pemerintahan Kehirahan akhir tahun
anggaran; dan/atay
b} Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan akhir masa
jabatan;
d. Ringkasan laporan keuangan paling sedikit terdiri atas :

1. Anggaran dan Pendapatan tahun berjalan;

2. Rencana dan laporan realisasi anggaran;

3. Daftar asset dan investasi;

4. Catatan atas laporan keuangan
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e. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang paling sedikit terdirl atas :
. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi
Publik;

3. Jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian
atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak;

4. Alasan penolakan permochonan Informasi Publik.

f. Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan yang mengikat
dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kalurahan sekurang-kurangnya terdiri atas

1. Daftar rencana dan tahap pembentukan Peraturan Kalurahan,
Keputusan Lurash dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses
pembuatan;

2. Daftar Peraturan Kalurahan, Keputusan Lurah dan /atau Kebijakan yang
telah disahkan atau ditetapkan.

B Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta
tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi
Publik;

h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunasn wewenang atau
pelanggaran yang dilaloukan baik oleh Pemerintah Kalurahan maupun pihak
yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Kalurahan
yang bersanghkutan;

i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan
darurat disetiap kantor Kalurahan.

(3) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lama 1 {satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Informasi Publik Kalurahan Yang Wajit Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 9
(1) Informasi Publik Kelurahan yang wajib divmumkan secara serta merta
meliputi informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum.
(2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. informasi tentang bencana alam,
b. informasi tentang keadaan bencana non-alam;
c. bencana sosial;
d. informasi tentang jenis, perscbaran dan daerah yang menjadi sumber
penyakit yang berpotensi menular,
e, informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikensumsi oleh
masyarakat; danfatau
f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik,
(3) Standar pengumuman Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sehurang-kurangnya meliputi:
&. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum;
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prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapal mengancam
hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
tata cars pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; dan
h. upaya-upaya yang dilakukan aleh Kalurahan dan/atau pihak yang
berwenang dalam mengangulangi bahays danfatau dampak yang
ditimbulkan.
(4] Informasi Publik Kalurahan yang wajib diumumkan secara serta merta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada papan pengumuman
Kalurahan dan/atau media lain yang lazim digunakan dan dijangkau dengan

=& pon

mudah oleh masyarakat.
Bagian Ketiga
Informasi Publik Kalurahan yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 10

Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan Informasi Publik Kalurahan setiap saat

yang paling sedikit terdiri atas :

a. Daftar Informasi Publik kalurahan yang paling sedikit memuat :

1. nomor penerbitan informasi;

ringkasan isi informasi;

pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;

penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;

waktu dan tempat pembuatan informasi;

bentuk informasi yang tersedia; dan
7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

b. Informasi tentang Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan
Lurah, Peraturan Bamuskal, HKeputusan Lurah, Keputusan Badan
Permusyawaratan Kalurahan paling sedikit terdiri atas :

1. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan
yang mendasari terbitnya Peraturan, Keputusan atau Kebijakan tersebut;

2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas Peraturan, Keputusan atau
Kebijakan tersebut;

3. Risalah rapat dari proses pembentukan Peraturan, Keputusan atau
Kebijakan tersebut;

4. Rancangan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan tersebut;

5. Tahap perumusan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan tersebut;

6. Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan yang telah diterbitkan.

¢. Selurub Informasi Publik Kalurahan yang Wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan antara
lain &

1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;

2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputfi nama, sejarah
pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima,

3. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan.

ome e
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Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnys;
Surat menyural pimpinan atau pejabat Pemerintah Kalurahan dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut
dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan;

- Data perbendaharaan atau inventaris,

Rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;

Informasi mengenai proses dan penetapan pemilihan lurah;

Berita Acara Hasil Musyawarah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kalurahan;

Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan,
sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya,
sumber daye manusia yang menangani layanan informasi publik beserta
kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan pengEUNaannya;

Informasi Publik Kalurahan lainnya yang telah dinyatakan terbuka bagi

masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan,/atau penyelesaian sengheta
di Komisi Informasi dan proses hulkum lainnya;

. Berita acara pembentukan, penggabungan dan/atau pembubaran Badan Usaha

Milik Kalurahan;

Bagian Keempat
Informas! yang Dikecualikan

Pasal 11

(1) Pemerintah Kalurahan wajib membulka akses Informasi Publik kalurahan bagi
sctiap pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan;

(2) Informasi Publik Kalurahan yang Dikecualikan bersifat rahasia sesual dengan
Undang-Undang, kepatuhan dan kepentingan umum didasarkan peda
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan
kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa
menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanysa;

(3) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
MEDIA INFORMASI

Pasal 12
(1) Media informasi Pemerintah Kalurahan meliputi:
a. media luar ruangan;
b. media teknologl informasi; dan
¢, media tatap muka.
{2} Media luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
a. baliho;
b. banner; dan/atau
c. poster.
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[3) Media luar ruangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat permanen dan
ditempatkan pada lokasi strategls sehingga mudah dijangkau dan dibaca oleh
pengguna informasi

(4 h:medh teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara
a. web/blog
b. nomor telepon atau layanan Sms
¢. media sosial (Facebook, WhatsApp, Instagram, Youtube, Twitter)

(5] Media teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaina
website Kalurahan yang dikenal dengan Sistem Informasi Desa (SID),

(6] Media tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara bain
a. forum dialog, diskusi atau Musyawarah Kalurahan; dan

b. sosialisasi
BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik Kalurahan
Pasal 13

(1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan untuk memperaleh
Informasi Publik kepada penyelenggara Pemerintah Kalurahan secara tertulis
dengan melengkapi identitas diri disertai dengan alasan permohonan.

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] ditetapkan dalam Peraturan Lurah.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola Informasi Publik Kalurahan

Pasal 14
(1) Pengelola Informasi Publik kalurahan dilakukan gleh PPID Kaharahan;
(2) PPID Kalurahan sebagaimarni dimaksud pada ayat (1) Struktur Organisasi dan

tugas PPID Kalurahan ditetapkan dengan Sural Keputusan Lurah.
(3) PPID gebagaimana dimaksud ayat (1] bertanggungjawab kepada Lursh.

Bagian Ketiga
Tugas Pejabat Pengelola Informasi Publik Kalurahan
Pasal 15
glurahan meliput:

Tugas dan tanggungjawab FFID K |
okumentasian dan pengamanan Informasi

1. Penyediaan, penyimpanan, pend
Publik;

3, Pelayanan Informas: Publik secara cepat,

3. Pengujian konseluensi, pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;

4. Penetapan informasi Yang dikecualikan yang nr:l,a]_1 habis jangks wakiu
pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan i

5. Penetapan pertimbangan tertulis atas setinp kebijakan yang diambil untuk
memenuhi hak masyarakat atas Informasi Publik.

tepat dan sedernana,
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Pasal 16

t.m']m hal terdapat Informasi Publik Kalurahan yang telah kadaluwarsa dan/atau
tdak berlaku, dapat dilaksanakan penghapusan Informasi Publik Kalurahan
sesuni dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan.

Bagian Keempat
Keberatan
Pasal 17
(1) Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada PPID Kalurahan, berdasarkan alasan sebagai berikout ;
a. penolakan atas permehonan Informasi Publik;
b. tdak disediakannya Informasi Publik Berkals;
c
d

. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publilk;
. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik; dan/atau
e. penyampaian informasi yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
(2) Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah.

BAB VI
RUANG PEGADUAN

Pasal 18
(1) Pengguna Informasi berhak untuk mengajukan keluhan atas pelayanan yang
tidalk sesual dengan ketentuan Peraturan Kalurahan tentang Keterbukaan
Informasi Publik kepada PPID Kalurahan;
(2) Mekanisme pengajuan keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diterima melalui media:
a. media pengaduan melalui email;

b. media social;
¢. telephone dan sms;atau
d. kotak saran.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

lolaan Informasi Publik Kalurahan

Belanja yang timbul terkait kegiatan penge
elanja Kalurahan dan/atau Sumber

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan B
dari Pendapatan Lain yang Sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20 .
alam Peraturan Kalurahan ini sepanjang mMengenal

Hal-hal yang belum diatur d
melalui Peraturan Lurah.

pelaksanaannya diatur lebih lanjut
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Pasal 21
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pﬁraturﬂn
Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Tirtosari.

Ditetapkan di Tirtosari

pada tanggal 26 Juni 2025
Lu TIRTOSARI,

ISNAWAN

Diundangkan di Tirtosari
pada tanggal 26 Juni 2025
C TIRTOSARI

LEMBARAN KALURAHAN TIRTOSARI TAHUN 2025 NOMOR 2

NO. REG PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI, KAPANEWON KRETER,
KABUPATEN BANTUL : (9/Tirtosari/2023)
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KERETEH

P BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI

Alamat ; Tirtosarl, Kretek, Bantul 55773

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSAR!
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENJAD] PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYARATAN KALURAHAN TIRTOSAR],

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan telah disepakati delam musyawarah Badan
Permusyawaratan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Kalurahen tentang Kesepakatan Rancangan
Peraturan Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anpggaran 2024 menjadi Peraturan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Komisi Informasi Nemor 1 Tahun 2018 tentang
Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara
Rermihlik Indanesia Tahun 2018 Nomor 1899];
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Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019

Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
baran Daerah

6. Peraturan Daerah

tentang Penetapan
Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lem

Kabupaten Bantul Nomor 119);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023
n Bantul

han atas Peraturan Daerah Kabupate

tentang Peruba
(Lembaran

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan

Dasrah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomar 715
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomer 3 Tahun 2024

tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 3,
Bantul Nomor 167);

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tahun 2020 tentang

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121
Pedornan Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

BADAN PERMUSY AWARATAN KALURAHAN
PAKATAN RANCANGAN
TENTANG
RATURAN

Menetapkan : KEPUTUSAN
TIRTOSARI ~ TENTANG KESE

PERATURAN KALURAHAN TIRTOSARI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENJADI PE

KALURAHAN.

KESATU . Menyepakati Rancangan Pera
enjadi Pe

Keterbukaan Informasi Publik, m
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

tulkan sebagaimana mestinya.

turan Kalurahan tentang
raturan Kalurahan.

KEDUA
apahﬂa
keputusan ini akan dibe

Ditetapkan di Tirtosari
pada Tanggal 26 Juni 2025

KETUA HAMUSKAL

[SHBRYANTO
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KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh enam bulan juni, tahun dua ribu dua
puluh lima (26-06-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ISHARYANTO

Jabatan :  Ketua Bamuskal Kalirahan Tirtosari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan
Kalurahan Tirtosari, selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

2. Nama ¢ ISNAWAN, A Ma.Pd

Jabatan : Lurah Tirtosari Kapanewon Kretelk

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan
Tirtosari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan

Kalurahan Tirtosari tentang :
Keterbukaan Informasi Publik, untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
LURAH TIRTOSARI KETUA BAMUSEAL TIRTOSARI

Y

ISNAWAN, A Ma.Pd I ANTO
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DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal | Kamis, 26 Juni 2025
Acara - Musyawarah Kalurahan Penetapan Raperkal tenteng Keterbulsaan

Informasi Publik Kalurahan Tirtosari
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
= KAPANEWON KRETEK
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI

mmmgtgwmnmﬂ smmyg Trgam .ﬁ"m“ -

Alamat 1 Tirtosarl, Kretele, Banful. S5TTE

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOSARI
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYARATAN KALURAHAN TIRTOSARI,

Menimbeng : &, bahwa Rancangan Peraturan Halurshan tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan telah disepakati dalam musyawarah Badan
Permusyawaratan Kalurahan, unituk ditetapkan menjadi
Peraturan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menctapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Kalurahan tentang Kesepakatan Rancangan
Peraturen Kalurahan Tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2024 menjadi Peraturan Kalurahan;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nemor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimews Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2012 Nemer 170, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 5339},

3. Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Takun 2010 Nemer 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5148);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 202! tentang Badan
Usaha Milik Desa [Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 8823};

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Standar Layanan [nformasi Publik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1898);
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6 Peraturan Daerah kalnipaten Bl Nomar 4 Taban 20109
tentang Penetapan Kalutahan (Lembaran Daerali Knbugten
Hartul Tabun 2019 NBomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomaor | 19);

7. Peruturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tabun 2021 5
tentang Perubahan alas Peraturan Daerakh Kabupaten Baniul
Nomor 5§ Tahun 2020 tentang Pamong Kalurnhan [Lembarnn
Dacrah Kabupaten Baniul Tahun 2023 Namor 7],

B. Persturan Daerah Kabupaten Bantul Nomoer 3 Talun 2024
tentang  Penyelenggaronn  Keterbukaan  Informasi  Publik
(Lembaran Daernh Kabupaten Bamtul Tahun 2024 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Knbupaten Bantul Nomor 167);

9, Permturan Pupati Bantul Nemer 121 Tahun 2020 lentang
Pedoman Standar Layanan Informast Publik Kalurahan (Beriin
Daernh Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAMAN
TIRTOSARI  TENTANG  KESEPAKATAN  RANCANGAN
PERATURAN  KALURAMAN  TIRTOSARI  TENTANG
KETERBUKAAN INFORMAS] PUBLIK MENJADI PERATURAN

KALURAHAN.
KESATU : Menyepakati Rancangan Pernturan  Kalurahan  tentang
Keterbukaan Informasi Publik, menjadi Peraturan Kalurahan.
KEDUA ¢ Keputusan ini mulai berlnku pada tanggal ditetapkan don

apabila dikemudian hari ternyatn terdapat kekeliruan dalum
keputusan ini akan dibetulkon sebagnimana mestinya.

Ditetaplenn di Tirtosan
Pada Tanggal 26 Juni 2025

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Bupati Bantul;
2. I'I:t;:ll J:I'inuI Pemberdayann  Masyarakat dan Kalurnhan Kabupaten
Bantul; |

Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul,

Kepala Bagian Hukum Kabupaten Hantul,

Panewu Kretek,

Lurnl Tirtoser,

= e N

H Dipindai dengan CamScanner
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KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh enam bulan juni, tahun dus ribu dua
puluh lima (26-06-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama + ISHARYANTO

Jabatan . Ketua Bamuskal Kalurahan Tirtosari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaralan
Kalurahan Tirtosari, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama ISNAWAN, A.Ma.Pd

. Lurah Tirtosari Kapanewon Kretek
atas nama Pemerintah Kalurahan

Jabatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan
Tirtosari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Feraturan

Kalurahan Tirtosari tentang :
- Keterbukaan Informasi Publik, untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Kalurahan.
Demikian Kesepakatan Bersama inl dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA
KETUA BAMUS TIRTOSARIL

LURAH TIRTOSARI

ISNAWAN, A.Ma.Pd 1 ANTO

L]
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PIMBIINCAT RABUPATION BANTUL
WAPANIWON BTN
PAN FERMUEYAWARATAN KALUBANAN TiRTORANI

by L mq W rranivly sinal l u !rq mﬂ-mmn "H

WATAN PEEMUBYAWARATAN KALLURAHAN P TamAl
WATANIEWON KRR, KARDPATIEN BANTUI

KEPLITUBAN BADAN PEEMUBYAWARATAN KALURAHAN TIRTORART
NOBTCHE 3 TATILEN Sk

I TANG)
KEARPARKATAN RANCANCAN PERATUIRAN KALURAHAR TEITAN
R TIRIUAAN INFORMARD UL MEENATE FIREATI HEAN NALITIRAIIAN

MADAN PERMUSYARATAN KALURAHAN TINTORARI,

a bwhown Baoesiggan Pernturen Kehicahan fenitining  Lapeirnn
Vettmmgguigawnlmn  Renllnanl - Anggarad Pereelaputin  dan
Padargfan Kndurnhan felah dimapmbntl dulam iy ndan
Poripinyawnraton  Kalurahan,  uniuh ditetnphnn  ieijadl

Porsturnn Kaluralmn,
balvwa  berdinnrkan  pertimbangan  sebngalmnin dlipnlemiad
Mailnn

dalamn bl a, perln menetaphang Ko st fuimt

Peimiiiavawarntinn Kalimhan lenlang Homepmlentnn Handoangan
Pernturan Kalurahmn Tentang Laporan et ggnggaven b
Penddnpmtnn dan Helana Knluinlian Taliin

Mlenninnn g

|

ES

Wealinasl Anggninn
Anggirnn 2024 mernjadi Peratiran Kalurnhan,

Ul g Nomor 14 Tahuin JO0M tantang Kelerbukaan

Mengingat @ |,
Informand Publik (Lembarn Negarm lepuabillle Indonentn Talun
HH Nomor 6l Tambahun  Lembaran  Negan e puilalik

lnonentn Nomor 4846];
12 tentang Kelatlmewnan

3 Uniddang undang Nom |4 Talan 20
Daerah  Tatlimews  Yopyakarts (Lembarnn  Negarn Laprubillle
170, Tambahan Lembaran

Indonests Tahun 2003 Nomor
Negara Kepublik Indhonentn Nomaor B39);

A Peraturan  Pemerintah Nomor 61 Tahun 2000 tentmig

2008 tentang

Pelaksanaan Undang undang Namo 14 Tahun
(Lembaran  Negara epuibiik

Keternikann  Toformial Pubilib
hishan Lembaran Negara

Indonesta Tahun 2010 Nomor 00, Twm

Repuiblik Indonesin Nomaor 5 149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Dadan

Usaha Milik Dena (Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomaor 6o),
Peraturan Komisl (nformansl Nomar | Tahun 2018 tentang
e ikt Mess  (Rerila  Negars

H Dipindai dengan CamScanner
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6, Peraturan Daesrah Kabupaten Bantul Nomor @ Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Dacrah Kabupaten

Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 119);

. Pernturun Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor & Tahun 2020 tentang Pamong Kalurnhan (Lembaran
Daerah Knbupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);

. Peraturnn Daerah Kabupaten Bantul Memor 3 Tahun 2024
tentang Penyvelenggarann  Keterbukaan Informasi  Publik
(Lembaran Dasrah Kabupaten Bantal Tahun 2024 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 167);

 Peraturan Bupatl Bantul Nemer 121 Tahun 2020 tentang
Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita
Daerah Knbupaten Bantul Talwan 2020 Nomor 121);

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TIRTOSAR! TENTANG KESEPAKATAN  RANCANGAN
PERATURAN  KALURAHAN  TIRTOSAR]  TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENJADI PERATURAN
KALURAHAN,

RESATU Menyepakati Rancangan Peraturan HKalurahan tentang

Keterbukaan Informnsi Publik, menjadi Peraturan Kalurahan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabiln dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan dibetulkan sebagaimann mestinya.

KEDUA

Ditetapkan di Tirtosari

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Bantul;
a. ::pﬂunl Dinna Pemberdayann Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten
niul;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bantul;
5. Panewu Kretek;

6. Lurah Tirtosard; 2 L
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KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh enam bulan juni, tahun dua ribu dua
puluh lima (26-06-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ISHARYANTO

Jabatan + Ketua Bamuskal Kalurahan Tirtosari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan
Kalurahan Tirtosari, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2, Nama : ISNAWAN, A.Ma.Pd

Jabatan : Lurah Tirtosari Kapanewon Kretek

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan
Tirtosari, selanjutnya disebut PFIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan

Kalurahan Tirtosari tentang :
- Keterbukaan Informasi Publik, untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Kalurahan.
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA
KETUA BAMUSKAL TIRTOSARI

LURAH TIRTOSARI

Y

ISNAWAN, A.Ma.Pd

.
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PEMERINTAH KABUPATEN BANT
KAPANEWON KRETEK

Alamal :Jin. Parangtritis Km 21, Krelek, Bantul Kode Pos 55772
Daerah Isimawa Yogyakarta, Telepon :0274-366177, Fax. 0274-367205

Email : kec krelek@bantulkab.go.id., Wabsite: hitp:/iwww kec-kretek bantulkab go.id
Nomaor i B fqoe- te. 2.0 /00279 Kretak, 30 Juni 2025
Lampiran  : 1 bendel
Hal . Panomoran Nomor Register
Kapada

¥th LurahTirtosari
dl Kapanewon Kretak

Menindaklanjuti surat dari Kalurahan Tiosari Nomor 400.10.2.2/174
tertanggal 30 Juni 2025 perihal Permohonan Nomor Regestrasi Peraturan
Kalurahan Tirtosari selanjutnya bardasarkan :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tifesari Nomor 2 Tahun
2025 Tanggal 26 Juni 2025 Peraturan Kalurahan Tentang Kesepakatan
Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtesari Tentang Keterbukaan Informasi
Publik menjadi Peraturan Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2025.

2. Berta Acara Persetujuan Bersama Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan
pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Peraturan Kalurahan Tentang
Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan Tirosari Tentang
Keterbukaan Informasi Publik menjadi Peraturan Kalurahan Tirtosari Tahun
Anggaran 2025.

Sehubungan hal tersebut maka dengan ini kami sampaikan Nomaor
Register untuk Peraturan Kalurahan Tirtosari dengan Nomor & Tifosan [
2025 tanggal 30 Juni 2025 Peraturan Kalurahan Tentang Kesepakatan
Rancangan Peraturan Kalurahan Tirtosan Tentang Keterbukaan Informasi
Publik menjadi Peraturan Kalurahan Tirtosari Tahun Anggaran 2025.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
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